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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 

 

 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah 

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1987 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus 

bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah 

sebagai berikut:  

1. Konsonan  

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini 

daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain  

Huruf 

Arab 
Nama  Huruf Latin  Keterangan  

  Alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan ا 

  Ba  B  Be  ب 

  Ta  T  Te  ت 

  Sa  S  Ṡ  ث 

  Jim  J  Je ج 

  Ha  H  H ح 

  Kha  Kh  Kh خ 

  Dal  D  De د 
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  Zal  Z  Ż ذ 

  Ra  R  Er ر 

  Zai  Z  Zet ز 

  Sin  S  Es  س 

  Syin  Sy  Sy  ش 

  Sad  S  Ṣ ص 

ض  Dad D Ṡ 

  Ta  T  Ṭ  ط 

  Za  Z  Ẓ  ظ 

  „ „  ain‘ ع 

  Gain  G  Ge غ 

  Fa  F  Ef  ف 

  Qaf  Q  Qi  ق 

  Kaf  K  Ka ك 

  Lam  L  El  ل 

  Mim  M  Em م 

  Nun  N  En ن 

  Wau  W  We و 

  Ha  H  Ha ه 

  Hamzah .  Apostrof ء 

  Ya  Y  Ye ي 

 

2. Vokal  

 Vokal tunggal  Vokal rangkap  Vokal panjang  

  ā=أ -  a =أ

  i = ي  ai = ي  i = أ

  u=أ  و  au =أ  و  u =أ
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3. Ta Marbutah  

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/ 

Contoh:  

  ditulis mar' atun jamīlah   مر  أة جميلة 

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/ 

Contoh:  

  .ditulis fātimah  فاطمة 

4. Syaddad (tasydid, geminasi)  

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.  

Contoh:  

  ditulis Rabbanā  ربّنا

5. Kata sandang (artikel)  

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu.  

Contoh:  

  ditulis asy-syamsu الشمس
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Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di 

transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sampan.  

Contoh:  

 ditulis al qamar القمر

6. Huruf hamzah  

Hamzah yang berada di awal katatidak ditransliterasikan. Akan 

tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, 

huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‟/.  

Contoh:  

ditulis umirtu أمر ت
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MOTTO 

 

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا   
“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.” 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 
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ABSTRAK 

 

Sri Ratna Widyaningsih.1118065.2023.Faktor Ekonomi Sebagai 
Penyebab Cerai Gugat di Kabupaten Cilacap. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga 
Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid 
Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. 

  Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki kasus perceraian 
yang cukup tinggi dan menempati peringkat pertama di Jawa Tengah, hal ini 
dapat dilihat dari meningkatnya angka percerain setiap tahunya hingga mencapai 
6.455 kasus perceraian dengan rincian cerai talak berjumlah 1.904 dan cerai gugat 
berjumlah 4.551. Kondisi di atas sangat bertetangan dengan tujuan perkawinan 
dimana tujuaan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi realitanya di Kabupaten Cilacap masih 
banyak yang melakukan praktik perceraian tersebut. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tingginya angka cerai 
gugat di Kabupaten Cilacap. Kegunaan dari menjadi peningkatan akademisi 
dalam bidang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan terutama 
dalam perkara cerai gugat. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan ratio decidendi  
Penelitian ini mendasarkan pada bahan hukum primer yaitu berupa data faktor 
faktor penyebab cerai gugat dari Pengadilan Agama, direktori putusan PA, serta 
bahan hukum sekunder yaitu buku, Alqur’an maupun hadis. Data tersebut 
dikumpulkan dengan teknik Inventarisasi, Klasifikasi, Sistematisasi.  

Hasil penelitian ini ialah, faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai 
gugat berdasarkan data yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian besar karena 
permasalahan ekonomi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus 
menerus, dengan klasifikasi tergugat tidak mau bekerja, tergugat pergi 
meninggalkan penggugat tanpa memberi nafkah, pola pengelola keuangan, dan 
nafkah suami yang tidak cukup mencukupi kebutuhan keluarga, dari klasifikasi 
tersebut terdapat dalam empat putusan yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara cerai gugat. Berdasarkan hasil dari beberapa putusan 
tersebut diatas hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan merujuk kepada 
pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo sudah 
sesuai dengan alasan-alasan perceraian 

 
Kata Kunci: Cerai Gugat , Pengadilan Agama, Ekonomi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki kasus perceraian 

yang cukup tinggi dan menempati peringkat pertama di Jawa Tengah, hal ini 

dapat dilihat dari meningkatnya angka percerain setiap tahunya hingga mencapai 

6.000 kasus pertahunya. Secara letak geografis Kabupaten Cilacap merupakan 

Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 225.361 km yang terdiri 

dari 24 Kecamatan 269 Desa dan 15 Kelurahan, dengan masyarakat bermata 

pencaharian yang beragam dan latar belakang ekonomi serta pendidikan yang 

berbeda. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Cilacap masih banyak masyarakat yang melakukan praktik perceraian dengan 

berbagai faktor penyebab ditambah adanya pandemi Covid-19 dari tahun 2020 

sampai tahun 2021.1 Berdasarkan data yang ada dalam BPS bahwa Kabupaten 

Cilacap memiliki kasus perceraian tertinggi di Jawa Tengah. Khusus di 

Kabupaten Cilacap angka perceraian juga sangat tinggi selama lima tahun 

terakhir.  

Tabel 1.1 

Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2017-2021  

Tahun Cerai talak Cerai gugat Jumlah perkara 

2017 1.843 4.260 6.103 

2018 1.904 4.551 6.455 

 
1 Hasil wawancara dengan Drs. AF. Maftukhin, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama 

Cilacap 

1
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2019 1.802 4.673 6.475 

2020 1.749 4.405 6.154 

2021 1.811 4.378 6.189 

 

Berdasarkan tabel 1.2  di atas perceraian yang terjadi di Kabupaten Cilacap 

pada tahun 2017-2021 didominasi oleh perceraian yang diajukan oleh pihak istri 

(cerai gugat) dari pada cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak). Angka 

perceraian dari tahun 2017-2021 mencapai angka 6000 kasus pertahunya dengan 

rinncian pada tahun 2021 cerai talak sebanyak 30% dan kasus cerai gugat 70%. 

Dengan berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, faktor perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak.2 Berdasarkan hasil 

survey di Pengadilan Agama Cilacap, dari faktor-faktor tersebut diatas, maka 

faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah 

tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah 

masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung 

jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi 

kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung 

jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup 

mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan 

kemudian mengajukan perceraian. 

Kondisi di atas sangat bertetangan dengan tujuan perkawinan dimana 

tujuaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

 
2 Data Dokumen Perceraian  Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021 
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kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan 

menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. oleh karena itu perceraian harus 

dihindari karena termasuk perbuatan yang dibenci Allah, tetapi realitanya di 

Kabupaten Cilacap masih banyak yang melakukan praktik perceraian 

tersebut,demikian kondisi di atas sangat berbeda dengan tujuan perkawinan yang 

ada. Dengan adanya pertentangan jumlah perceraian dengan tujuan perkawinan 

maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian terkait fenomena tersebut 

dengan judul penelitian: Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Di 

Kabupaten Cilacap. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa Klasifikasi dalam Faktor Ekonomi yang menjadi Penyebab 

Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai 

Gugat Terhadap Perkara Ekonomi yang terjadi di Pengadilan Agama 

Cilacap?       

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apa saja klasifikasi faktor ekonomi yang menjadi 

penyebab utama tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Cilacap 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara cerai gugat terhadap putusan-putusan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi peningkatan akademisi 

dalam bidang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan, di 

mana penulis sangat berharap agar penelitian skripsi ini memberikan 

gambaran dengan jelas mengenai faktor penyebab tingginya tingkat 

perceraian cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami. 

2. Manfaat Praktis  

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pemahaman bagi masyarakat mengenai faktor dan alasan terjadinya 

perceraian, dan menambah tingkat kesadaran masyarakat agar 

menghindari praktik perceraian baik cerai talak maupun gugat.   

E. Kerangka Teoritik   

1. Pengertian Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan 

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu 

tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian 

itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, 

perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 

1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI 

No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 

1974 tentang perkawinan. 
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a. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1) 

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. 

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1) 

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya 

pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi 

tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat 

kediaman bersama tanpa izin suami.3 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 

20 (1) 

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri 

atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat 

dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri 

yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu selain agama Islam. Dengan adanya penjelasan 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan 

 
3 Al-Hamdani, “Risalah Nikah”, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 271   
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perceraian merupkan suatu istilah yang digunakan dalam 

Pengadilan Agama.4 

2. Pengertian Cerai Gugat Menurut Hukum Islam 

Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki 

perceraian dengan menggunakan jalan khulu sebagaimana hukum Islam 

memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan 

talak. Khulu’ yang terdiri dari lafaz kha-la-'a yang berasal dari bahasa 

Arab secara etimologi berarti menangguhkan atau membuka pakaian. 

Dihubungkan dengan kata khulu dengan perkawinan karena dalam Al-

Qur'an surat Al Baqarah ayat 187 disebutkan bahwa suami itu sebagai 

pakaian bagi suami. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab 

fiqh, khulu’ diartikan dengan “Putusnya perkawinan dengan 

menggunakan uang tebusan menggunakan ucapan talak atau khulu”. 

Sedangkan yang menjadi syarat dari khulu’ antara lain: pertama syarat 

suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk khulu’. Kedua, istri 

yang di khulu’, para ulama Mazhab sepakat bahwa istri yang 

mengajukan khulu’ kepada suaminya itu wajib sudah baligh dan berakal 

sehat. Ketiga adanya uang tebusan atau ganti rugi atau ‘iwadh. 

Keempat, shighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang 

dalam ungkapan tersebut dinyatakan uang ganti atau ‘iwadh. Khulu’ 

sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali 

dalam Undang-undang Perkawinan namun di dalam KHI ada 

 
4 Al-Hamdani, “Risalah Nikah”, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 271   
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mengaturnya dalam dua tempat yaitu pada pasal 1 ayat (1) yang 

menegaskan bahwa “Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas 

permintaan istri dengan memberikan tebusan dan ‘iwadh kepada dari 

atas persetujuan suaminya”.5 

3. Dasar Hukum Cerai Gugat 

Dalam Undang Undang Perkawinan dan PP 9/1975 dikatakan 

bahwa gugatan cerai dapat diajukan olah suami atau istri, mengenai 

gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri 

yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “gugatan 

perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, 

yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali 

istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.” Gugatan 

perceraian dapat diterima oleh tergugat pernyataan atau tidak sikap mau 

lagi kembali kerumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI) 

Dasar hukum: 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan 

2. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3. Intruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan 

Komplikasi Hukum6 

 

 
5Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang- Undang Perkawinan”, ( Jakarta : Prenada Media, 2003),h. 231-235 
6 Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan”, Cetakan ke-

6,( Yogyakarta: Liberty, 2007), h.64 
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4. Alasan-Alasan Cerai Gugat  

a. Alasan cerai gugat menurut perundang-undangan  

Alasan perceraian dapat terjadi dan diterima oleh 

Pengadilan Agama karena alasan sebagai berikut: a) Cerai gugat 

dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, 

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b) 

Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama dua 

tahun berturut-turut. c) Cerai gugat dengan alasan suami 

mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih 

berat setelah perkawinan. d) Cerai gugat dengan alasan suami 

melakukan kekejaman atau penganiayaan. e) Cerai gugat dengan 

alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. f) Cerai 

gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus 

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 7 

b. Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam  

alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara khulu’ 

antara lain adalah: 

1. Cacat atau penyakit  

 
7 Moh. Ali Wafa, “Hukum Perkawinan di Indonesia”, (Tangerang: YASMI, 2018),  h.278 
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Yang dimaksud dengan cacat atau penyakit disini adalah 

cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan 

atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama.  

2. Suami tidak memberi nafkah  

Jumhur ulama’ yang terdiri dari Imam Malik, Syafi’I, dan 

Ahmad, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya 

perkawinan karena suami tidak member nafkah kepada isteri.  

3. Meninggalkan tempat kediaman bersama  

Imam Abu Hanafi dan Imam Asy Syafi’I berpendapat 

bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman 

bersama itu tidak dapat dijadikan alasan. Sedangkan Imam 

Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan 

tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai 

4. Menganiaya berat  

Imam Abu Hanifa, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad 

berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta 

cerai sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri 

mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus 

bersama suami atau ia menuntut cerai.8 

5. Prosedur Cerai Gugat 

Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan 

ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41. dan dalam PP No. 

 
8Kamal Muchtar, “Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan”, (Jakarta, Bulan 

Bintang, 2010) , h.219 
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9 tahun 1975 pasal 14 sampai 36. Adapun tata cara mengajukan gugatan 

perceraian ini ketentuannya diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu 

peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dalam pasal 20 sampai dengan 

pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut : a) pengajuan 

gugatan b) Pemanggilan c) Persidangan d) Perdamaian e) Putusan.9 Dan 

dalam KHI terdapat dalam pasal 136 disebutkan tentang prosedur cerai 

gugat di Pengadilan Agama.10 

F. Penelitian yang relevan  

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

di antaranya adalah: 

Skripsi yang berjudul “Faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat 

di Pengadilan Agama Kota Palembang”. Tujuan dari penelitian ini ialah 

untuk mengetahui  penyebab tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan 

Agama Palembang selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2004 sampai 

2006. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil  penelitian ini 

menunjukkan beberapa faktor seperti, tidak adanya keharmonisan dalam 

rumah tangga, adanya pihak ketiga, tidak adanya tanggung jawab dan faktor 

ekonomi. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rusmala Dewi Jayanti 

dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada pembahasan cerai 

gugat. akan tetapi fokus penelitianya berbeda peneliti lebih memfokuskan 

pada faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama tingginya angka cerai 

gugat sedangkan skripsi Rusmala di atas hanya memfokuskan pada faktor 

 
9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
10 Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000. 
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penyebab tingginya perkara cerai gugat secara umum dan dalam kurun 

waktu tiga tahun.11 

Skripsi dengan judul “Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan 

Agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender pada 

Wanita”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui relevansi konsep 

kesetaraan gender dengan tingginya angka cerai gugat di PA Pekanbaru. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dituangkan dalam 

bentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan gender dalam Islam. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak-

pihak yang berkompeten secara purposive sampling. Hasil penelitian ini 

adalah bahwa paradigma kesetaraan gender termasuk faktor penyumbang 

tingginya cerai gugat di PA Pekanbaru, walaupun bukan sebagai faktor 

utama. Kesetaraan gender di sini bisa bermakna positif apabila dikaitkan 

dengan kesadaran hukum bagi perempuan sebagai solusi atas kekisruhan 

rumah tangga yang dialaminya. Kesetaraan gender berkonotasi negatif 

apabila kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan 

mencerai gugat suaminya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Johar 

Arifin dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada pembahasan 

angka cerai gugat, akan tetapi fokus penelitianya berbeda, penulis lebih 

berfokus pada pertimbangan hakim terhadap putusan No. 

 
11 Rosmala Dwi Jayanti, “Faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan 

Agama Kota Palembang” . Skripsi,  Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum. (Jakarta: 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah ) 
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3620/Pdt.G/2021/PA.Clcp, sedangkan skripsi Johar Arifin fokus terhadap 

kesetaraan gender terhadap cerai gugat.12 

Skripsi yang berjudul "Penyebab perceraian pada pengadilan agama 

Makasar, Maros dan Sungguminasa (studi perbandingan tahun 2011-2013). 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya 

perceraian di pengadilan agama Makasar Maros dan Sungguminasa kurun 

waktu 2011-2013. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif dan metode pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa perceraian pada tiga pengadilan ini memiliki 

persamaan faktor penyebab perceraian, dan perbedaannya terletak pada 

jumlah perkara di setiap pengadilan agama. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Ismi Abdullah dengan yang akan peneliti lakukan yaitu 

terletak pada pembahasan faktor penyebab terjadinya perceraian, akan tetapi 

fokus penelitianya berbeda, peneliti lebih mengfokuskan pada satu faktor 

saja yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Cilacap, 

sedangkan penelitian di atas memfokuskan pada perbandingan faktor 

penyebab perceraian di tiga pengadilan. 13 

Skripsi yang berjudul "Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat 

perceraian di pengadilan agama Purwokerto tahun 2016-2020.” Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab 

 
12 Johar Arifin,“Tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama Pekanbaru dan 

relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender”, Jurnal Perempuan Agama dan Gender, Vol. 16, 
No. 2, (2017) 

13 Ismi Abdullah, “Penyebab perceraian pada pengadilan agama Makasar, Maros dan 
Sungguminasa (studi perbandingan tahun 2011-2013).” Skripsi, Peradilan Agama fakultas Syariah 
dan Hukum. (Makasar:Universitas Negeri Islam Alauddin) 
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tingginya tingkat perceraian di pengadilan agama Purwokerto. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian field research dan pendekatan bersifat 

deskriptif kualitatif. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor 

dominan yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian di Pengadilan 

Agama Purwokerto ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan 

kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Persamaan penelitian yang 

dilakukan oleh Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati dengan yang akan peneliti 

lakukan yaitu terletak pada pembahasan faktor penyebab tingginya angka 

perceraian akan tetapi fokus penelitianya berbeda peneliti menganalisis satu 

faktor dan pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut, sedangkan 

penelitian di atas mengkaji faktor penyebab tingginya tingkat perceraian 

secara umum14 

Bedasarkan pemaparan di atas mengenai penelitian terdahulu yang 

membahas terkait faktor faktor terjadinya cerai gugat. Dapat kita ketahui 

bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu 

mengenai topik pembahasan yakni sama sama membahas faktor faktor 

terjadinya cerai gugat, yang menjadi pembeda disini yaitu pada fokus 

penelitiannya, dalam penelitian ini penulis fokus pada pertimbangan hakim 

dalam memutuskan perkara cerai gugat terhadap putusan Nomor. 

3620/Pdt.G/2021/PA.Clcp. Tetapi ada beberapa pokok dimana masing-

masing penelitian mempunyai letak kelebihan dan kekuranganya masing-

masing, maka dari itu penelitian ini akan mengembangkan hasil dari 
 

14 Intan Mu'jizat Kusumadjati, "Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di 
pengadilan agama Purwokerto tahun 2016-2020.” Skripsi, Hukum Keluarga Islam Fakultas 
Syariah (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.KH Saifuddin Zuhri) 
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penelitian terdahulu dengan obyek penelitian yang berbeda dan fokus 

penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian 

ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan dengan penelitian 

terdahulu. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis 

normatif adalah penelitian hukum yang mencangkup asas-asas hukum 

yang dikonsepkan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, 

dan menjadi acuan perilaku setiap orang dan didapatkan dengan 

menelusuri bahan hukum tentang peraturan atau dasar hukum yang 

berkaitan15  

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statue approach (perundang-undangan), conceptual approach 

(konseptual) dan case approuch (kasus). 

a. Pendekatan Perundang-undangan, bahwa peneliti menggunakan 

Perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis 

Adapun undang-undang yang terkait dengan permasalahan yaitu 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

 
15 Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 153. 
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b. Pendekatan Konseptual, konsep yang ada dalam ilmu hukum 

dijadikan titik tolak sehingga peneliti dapat menemukan konsep 

yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi 

c. Pendekatan Kasus ini mengkaji pertimbangan hakim  (ratio 

decidendi), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang 

dikaji penulis.16 

3. Sumber Data Penelitian  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama dan dokumen resmi 

mengenai faktor penyebab perceraian, bahan hukum primer dalam 

penelitian ini diperoleh langsung dari  pihak-pihak  terkait yaitu 

dari Pengadilan Agama Cilacap. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh 

dari hasil telaah kepustakaan obyek penelitiannya bersifat publik 

yang terdiri atas dokumen-dokumen, laporan, buku-buku, karya 

tulis ilmiah, atau struktur data kearsipan yang berkaitan dengan 

tema penelitian.17 

 
16 Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) , 185-188 
 
17 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, 

Cet   Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019), 56. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

a.  Inventarisasi yakni mengelompokan perundang-undangan yang 

berpacu pada herarki dengan mencari penalaran pada tingkatan 

sistem perjanjian internasional, perundang-undangan, aturan yang 

dibuat oleh pemerintah  dll. Yang memiliki kaitan dengan isu atau 

pokok perkara penelitian 

b. Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematik dan 

rasional yang memiliki keterkaitan data yang satu sama lain untuk 

mendapatkan konsep dari hasil penelitian. 

c. Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada 

pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan 

menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.18 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif ilmu hukum 

dengan melakukan pengolahan sumber hukum primer yang berbentuk 

kopian Putusan Pengadilan Agama Cilacap mengenai gugat cerai dan 

data faktor-faktor penyebab cerai gugat dari Pengadilan Agama 

Cilacap, untuk menjawab masalah hukum yang dijalani. Sifat analisis 

ini akan diuraikan dengan argumentasi preskriptif atau penilaian 

terhadap pertimbangan hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas 

peristiwa yang terjadi dalam penelitian yang diteliti.19 

 
18 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, 

Cet   Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019), 180-185 
19Peter M. Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2011) , 35.   
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H. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing 

bab terdiri atas beberapa sub bagian agar pembahasan dalam penelitian ini 

tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yaang relevan, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi landasan teori yang memuat, pengertian cerai gugat 

menurut Perundang-undangan dan hukum Islam, dasar hukum cerai gugat, 

alasan cerai gugat menurut perundang-undangan dan hukum Islam,  prosedur 

cerai gugat dan akibat hukum cerai gugat. 

Bab III berisi hasil penelitian, Pada bab ini berisi tentang letak 

geografis Kabupaten Cilacap, Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi, 

Klasifikasi Faktor Ekonomi, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim 

Bab IV Pembahasan yang berisi tentang analisis klasifikasi faktor 

ekonomi penyebab cerai gugat,  Pertimbangan Hakim terhadap putusan cerai 

gugat 

Bab V berisi penutup yang terdiri dari, simpulan dan saran sebagai 

penutup dari hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB V   

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi. 

a. Tergugat tidak mau bekerja, dan sering bertengkar karena 

ekonomi. 

b. Selama tergugat pergi tidak pernah mengirimi nafkah, dan tidak 

meninggali harta untuk dijadikan nafkah. 

c. Penggugat pergi ke luar negri menjadi tkw, dan uangnya 

dihabiskan oleh tergugat. 

d. Penghasilan tergugat sebagian besar digunakan untuk kepentingan 

tergugat sendiri seperti mabuk-mabukan dan berjudi 

2. Berdasarkan analisis terhadap empat putusan, yang penulis lakukan 

bahwa faktor penyebab cerai gugat dalam putusan tersebut yaitu 

disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta 

yang ada dalam putusan bahwa seorang suami malas bekerja, dan tidak 

bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahir dan bathin. 

Sehingga berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga karena sering 

terjadi percekcokan yang berujung seorang istri mengajukan gugatan 

cerai ke Pengadilan Agama. Dari fenomena ini juga dapat disimpulkan 

80
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bahwa ekonomi merupakan pondasi yang sangat penting dalam rumah 

tangga. Karena ekonomi menyangkut kebutuhan utama dalam 

menjalankan roda rumah tangga. 

3. Berdasarkan analisis putusan-putusan tersebut serta pertimbangan hakim 

dalam putusan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa dasar hukum 

yang dipakai oleh hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang yang ada 

dalam persidangan, pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim 

dengan merujuk kepada pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah 

nomor 9 tahun 1975 jo sudah sesuai dengan alasan-alasan perceraian. 

B. Saran 

1. Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci sekaligus sakral, maka 

diharapkan Majelis hakim juga mediator bisa bersikap bijak dengan 

berusaha menyadarkan si penggugat maupun tergugat untuk tetap 

mempertahankan rumah tangganya;  

2. Dalam memutus sebuah perkara, majelis hakim tidak terpengaruh oleh 

opini publik, jadi tetap harus berpegang pada fakta yang didapat selama 

persidangan. Jadi fakta yang didapat selama persidangan itu yang 

dijadikan sebagai fakta hukum tersebut; 

3. Perlu adanya bimbingan pra-nikah untuk calon pasangan suami isteri 

sebelum bersatu dalam ikatan pernikahan, guna memberikan ilmu dan 

praktek yang tepat agar dalam menjalani kehidupan pernikahan bisa sesuai 

konsep keluarga sakinah mawaddah dan warahmah; 
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4. Apabila akan diadakan bimbingan pra-nikah, diharapkan bisa turut 

melibatkan Pengadilan Agama, karena pada dasarnya Pengadilan Agama 

merupakan tempat yang berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam dibidang perdata yang salah satunya adalah perceraian. 

Dengan begitu masyarakat bisa mengerti dengan betul akibat-akibat 

hukum yang terjadi dari sebuah perceraian. 

5. Perlu ditinjau kembali keefektifannya dari bimbingan pra-nikah, apakah 

bimbingan pra-nikah tersebut bisa sebagai pupuk untuk mewujudkan 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi calon pasangan suami 

isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya nanti. 
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